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KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

B DENGAN‘ 'RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RE= BUPATI KARANGANYAR, ;
| "Menimbaﬁg : ': a. bahwa urusan pemermtahan b1dang ketenteraman dan
| L ketert1ban umum ~dan perhndungan masyarakat
| d11aksanakan oleh Satuan Polisi Pamong PraJa
b. 'bahwa guna kelancaran dan ketert1ban penyelenggaraan g
' Pemermtahan Daerah maka perlu dlatur struktur,
= tugas fungsi dan tata kerJa, ’ |

c. ‘bahw‘a‘  berdasarkan . pertlmbangan ‘ ) sebagaimana

| “dimakéud"pada huruf a dan huruf b diatas,‘? perlu['-f"

o menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Kedudukan
o Susunan Organ1sa81 Tugas dan Fungs1 serta Tata Ker_)a

T Satuan Pohs1 Pamong PraJa, '
;‘»-Mengihgat : 1; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
SR el f Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam

\ Llngkungan Prov1ns1 J awa Tengah

2- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang'
' Pemerintahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik .

g { Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran . |

' Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

v }telah diubah beberapa kali terakh1r dengan Undang-
5 '! Undang Nomor 11" Tahun - 2020 tentang Clpta KerJa
J (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2020

| Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ Indonesm Nomor 6573), : :

o




o Menetapkan

. »Peraturan Pemerintah Nombr 18 Tahun 2016 tentang
: Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

_ Repubhk Indones1a Nomor 5887) sebagalmana telah

d1ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

‘2019 tentang’ Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang ' Perangkat Daerah |
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2019 -

: Nornor 187, Tambahan Lembaran Negara chubhk‘_; ;
| *Indonema Nomor 6402); , L8

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan -

|

,Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, |

” Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 67) sebagaunana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten |

“Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan ‘dan ' Susunan Perangkat Daerah

‘ "Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
'Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

:) PERA’I‘URAN BUPATI ’I‘ENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN"

ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. :

!

I .

“B‘ABI

|
| -~ KETENTUAN UMUM .

: Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar




- 10,

% BABII ‘
\
|
|

; Pemerintah Daerah adalah Bnpati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pela.ksanaan urusan pemermtahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

. Bupat1 adalah Bupati. Karanganyar
. Pcrangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan .

Dewan - Perwakilan - Rakyat Daerah =~ dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah. :

Sekretans Daerah adalah P1mp1nan dari Perangkat‘
Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah
y'a\ng bertugas méngoofdinasikan Perangkat Daerah.

. ‘Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemcnntahan bidang ketenteraman dan

‘ keteruban umum dan perlindungan masyarakat

Kepala Satuan adalah P1mp1nan dan Perangkat Daerah
Satpol PP.

Umt Pelaksana Tekms Dmas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur

'tekms penunjang tertentu Satpol PP,

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
ber1s1 fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsmnal yang berdasarkan pada keahhan dan
keterampllan tertentu.

Srubkoordmator adalah pejabat fungsmnal Ahli Muda
yang diberikan tugas dan fungs1 koordinasi serta

pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam

suatu satuan kerja. sebagaimana diatur peraturan

perundang—undangan tcntang orgamsam dan tata kerja

1nstan81
\

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

‘Paisal 2

o Satpol PP d1p1mp1n oleh Kepala Satuan yang berkedudukan

‘d1 b\awah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalm

Sekretans Daerah.

l
|
|
|




Pasal 3

(1) Susunan organisasi Satfiol PP terdiri dari:

a.
b.

,Kepala Satuan,;

{Sekretanat membawahkan

’1 Subbagian Umurm; dan

2 Kelompok Jabatan Fungsmnal } ;

; B1dang Penegakan Peraturan Daerah,"
| membawahkan: S C '

\ 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

‘2. Seksi Penindakan; dan |

: 1 3. Kelompok Jabatan Fungsmnal

Perlindungan Masyarakat membawahkan:

1. . Seksi Operasmnal dan Pengendalian;

2. Seksi Penanganan Ketenteraman, Keteruban
Umum dan Perhndungan Masyarakat; dan

| 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

‘[B1dang Pemadam Kebakaran membawahkan ! :

T

)

~} B1dang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan,
- ‘
i

|

i

'[ 1. Seksi Pclatlhan Pencegahan dan Inspeksi;
| 2. Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan

- f
g.

& ~ Sarana Prasarana, dan

: 3. Kelompok Jabatan Fungs1onal
| UPTD; dan

f Kelompok Jabatan Fungsmnal

(2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagalmana
| tercantum dalam Lampiran yang metupakan baglan
yang tidak terp1sahkan dari Peraturan Bupat1 1m

\
|
|
i
»
]
|

[ .
| ~ BABI
TUGAS DAN FUNGSI

‘Bagian Kesatu
Kepala Satuan

i ' ' Pasal4

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupau dalam

\

; ,melaksanakan urusan pemenntahan bldang ketenteraman

dan keteruban umum dan perlindungan masyarakat yang
memad1 kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

|
|
|
|

- ‘d1tugafkm kepada Daerah



. Pasal S
Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana dlmaksud dalam
Pasal 4, Kepala Satuan mempunyai fungs1
a. perumusan . ‘kebijakan ketenteraman dan ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban
umulm dan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelapdran ‘ketenteraman dan
keterhban umum dan perlmdungan masyarakat;
d. pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
e pela}{sanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya ‘
{
? Bagian Kedua
) Sekretariat
| .
. [ . Pasal 6 ‘ :
(1) Sekretanat sebagmmana d1maksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Satuan.
(2) Sekretanat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah

dan bertanggung Jawab kepada Kepala Satuan.
J

| { o | Pasal 7
Sekretans mcmpunyeu tugas melakukan perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,
pema;v.tauan, evaluasi, pelaporan mel*puh pembinaan
; ketataus_ahaap, hukum,;keuangan, aset, kerumahtanggaan,
kerjas"ama, keai'sipar;, dokumen, . keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan

., .
adm1q1stras1.
1

| ~ Pasal 8

Dalan;q melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal|7 Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengoord1nas1an keg1atan

b, pengoord1na31an dan penyusunan rencana dan program
kexja ;

o c. pembmaan dan pembenan dukungan administrasi yang

me11put1 " ketatausahaan, kepegawa.tan hukum,

keuangan kerumahtanggaan, ker_]a sama, hubungan
masyarakat arsip dan dokumentasn,

|
r
!

N,
e i




d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi
dan %cata laksana; : | -
e. pénéoordinasian. - dan  penyusunan = peraturan
| perﬁ,’ndang—undangan_' serta pelaksanaan advokasi
huk{lm, | ERE , |
. 1 pengoord1nas1an pelaksanaan sistem ‘pengendalian -
1ntem pemenntah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumenta51 '
g" penyclcnggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
' ‘dae}ah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa; 7
h. pelz[aksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
 dengan lingkup tugasnya; dan '
i pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsmya
: [
i

| S «
| Pasa19

(1) Subllaaglan sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

‘ huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala -

Subbag1an yang berada dibawah. dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris. :

) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada

' ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan,

pengoordmasmn, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

sert“a pelaporan meliputi pembinaan perencanaan,

keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan,

ketz!atalaksanaan, - keorganisasian, kerumahtanggaan,

kears1pan, kepegawalan, dan pelayanan administrasi

Satpol PP. '

} ' Baglan Ketlga

| Bldang Penegakan Peraturan Daerah

| - Pasal 10 i :

: (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah merupakan unsur’

' pelaksana urusan pemenntahan bidang penegakan
Peraturan Daerah '

(2) Bldang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh

Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Satuan

l
!
|-
|
|
\
|




| | Pasal 11~

Kepala ﬁidang Penégakan Peraturan Daerah sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas-

perumu{san dan pelaksanaan kebljakan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan penegakkan Peraturan Daerah.
. ; , . Pasal 12

Dalam ,melaksanakan tugas sebagaxmana dlmaksud dalam

Pasal 11 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, |

mempunyal fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis d1 bldang pembmaan,A

} pengawasan dan penmdakkan Peraturan Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,

pengawasan dan penindakkan Peraturan Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan,

, pengawasan dan penindakkan Peraturan Daerah; dan
d. pelajksanaan‘ tugas lain ,v sesuai dengan' tugas dan
fungsinya |
| R

|  Pasal 13 |

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
hﬁnif c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada
Kepala Bidang. : ,

2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaxmana
dlmaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan pelapcran bidang pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.

C S Pasal 14 |

(1) Seks1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢ angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

A .Kepala Bidang.

(2 Kepala Seksi Pemndakan sebagaunana dlmaksud pada '

ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan
' perumusan ‘dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
: eyaluas1 dan pelap_ox_'an bidang penindakan.




| 3 Baglan Keempat
B1dané Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlmdungan
) Masyarakat
j , .
| Pasal 15 ‘
(1) Bi@ang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan -
Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan
Ketert1ban Umum.
- (2) B1dang Ketenteraman,  Ketertiban Umum dan
L Perlmdungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala B1dang,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Satuan

. \

: . Pasal 16

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

scbagaumana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai

. tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evalua?si 'serta pelaporan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum. ' '

]
| 1 Pasal 17 <

' Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

~ Pasal | 16 Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum

dan Perhndungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

‘a. penyusunan kebijakan teknis di bidang operasmnal

‘ pengendalian dan © penanganan  ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang operasional,
pe‘ngendahan dan penanganan ketentcraman,
ketertlban umum dan perlindungan masyarakat;

c. pemantauan dan evaluasi di bidang operasional,
pengendahan dan = penanganan - Kketenteraman,
keteruban umum dan perlindungan masyarakat; dan

d. pelaksanaan tugas lam sesuai dengan tugas "dan
" fungsmya

B ’
i ~ Pasal 18
(1) Seks1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
| Ke':pala Bidang.

|
!
B
B
|




()

chr;lia . Seksi ()pezfasional ~ dan’ ’Pengendélién

, sebé[gaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

(1)

(2)

(1)

' dan‘

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,_
evahi.lasi serta pelaporan operasional dan pengendalian
kéteinteraman dan ketertiban umum.

' { ‘ : Pasal 19

Seks1 sebagalmana dlmaksud ‘dalam Pasal 3 ayat (1),
huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada:
Kepala B1dang ' o ‘
Kepgla Seksi Penanganan Ketenteraman, ‘Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana
diméksud pada ayat (1) vrriempunyai‘ tugas perumusan"
da.ng pelaksanaan kebijakgn, pemantauan, evaluasi serta

" pelaporan penanganan ketenteraman, ketertiban umum

| perlindungan masyarakat. )
| | |
| ‘ Bagian Kelima _

E Bidang Pemadam Kebakaran -

| -

| Pasal 20

B1dang Pemadam Kebakaran merupakan unsur

, pelaksana urusan pemermtahan bidang pemadam

(2)

kebakaran

B1dang Pemadam Kebakaran d1p1mp1n oleh Kepala
B1dang, berada di bawah dan bcrtanggung Jawab kepada

Kepala Dinas.
| :
| i ' Pasal 21

Kepala B1dang Pemadam Kebakaran sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2). mempunyax tugas perumusan dan -

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan Pemadam chakaran



| Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam
. Pasal 2’1 Képala Bidang Pemadam Kebakaran
mempunya1 fungsi : : o L
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemadam
kebakaran,
b. pelaksanaan kebuakan di b1dang pemadam kebakaran,
c. pemantauan dan - ..evaluas1 .di bidang pemadam
kebakaran, dan ' '

d. pelaksanaan tugas . lain sesuai dengan tugas dan4
fungsmya ‘

|

|
L Pasal 23

(1) 'Seksh sebagmmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
P huruf e angka 1, dxpxmpm oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bcrtanggung jawab kepada
Kepala Bidang. _ |

(2) 'Kepala Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Inspeksi
sebagmmana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluas1 serta pelaporan pelatlhan, pencegahan dan

1nsp‘eks1 :

] - Pasal 24

(1) Scks1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

: huruf ¢ angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada
v Kepala Bldang ;

(2) Kepg.la Seksi Pemadam Kebakaran, Pcnyclamatan dan
Sarana Prasarana sebagaimana dxmaksud pada ayat (1)
mempunya1 tugas perumusan dan pelaksanaan
kebuakan, pemantauén; evaluasi serta . pelaporan
pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana
praéarana.

|

\ Bagian Keenam
i‘ ~ UPD
.

Pasal 25 :
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasmnal dan/atau

. tugas teknis penunjang di 11ngkungan Satuan dapat
R d1bentuk Unit Pelaksana Tekms Dinas.

i
|
|



(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh |Kepala UPTD yang berada di bawah dan -

bertalifigvgungiawab" kepada Kepala Satuan.
(3) Keteﬁtuan lebih lanjut ni'cngcnai pembentukan UPTD
dlatur dengan Peraturan Bupatl tersendln '
) i
; 'Bagian Ketujuh
E Kelompok Jabatan Fungsional
| | .
l

| - ‘Pasal 26
{1 )Kelompok Jabatan Fungsmnal cntetapkan berdasarkan
pera.turan perundang-undangan berada dibawah dan
bertanggung]aWab kepada Kepala B1dang
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana d1maksud pada
ayat \(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja , . «
! , Pasal 27
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga

fungsmnal yang terbag1 dalarn kelompok sesuai dengan
b1dang keahliannya.

- (2) Jems dan jenjang . Jabatan Fungsmnal sebaga1mana'

d1maksud pada. ayat (1), diatur segual peraturan

perundang-undangan

|
‘ .

| ; Pasal 28 - \
(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsxonal dapat dlbentuk

i

Subkoordmator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)

b1dang / sekretariat,

(2) Jenls dan jumlah Subkoordmator dltetapkan oleh Bupati
atas usulan Kepala Satuan.

'
i
|
|

| Pasal 29

J abatén Fungsional 'melakéanakan tugas 'dan,. bertanggung -
jawabj kepada Kepala Satuan melalui Seksi/Subbagian dan -

atau léidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya
yang [ memiliki = keterkaitan dengan pelaksanaan tugas
J abatan Fungsional.

¥

f
l
|
l
|
\
\
|




3.

| BAB IV
B TATA KERJA
- ! . Pasal 30 |
 Kepala Satuan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
urusan | pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.l} ' ' '

| { ~ Pasal 31 .
Kepala Satuan membuat usulan analisis jabatan, peta
jabataﬂ, analisis béban kerja, qiral_uasi jabatan dan standar
kompetensi jabatan kepada Bupati. ‘ |
; © Pasal32
(1) Kepala Satuan, Sekretaris,” Kepala Bidang, Kepala

Sﬁbbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam

‘ m(elaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi,
N integrasi, dan sinkronisasi. |
S SR @ -KFpala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Tl ' SPbbagian, Kepala Seksi dan  Kepala UPTD
melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan,

p“[engorganisasian, pemantauah, evaluasi dan peldporan.

(3) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala '
' :Subbagian, Kepala Seksi dan . Kepala UPID
Mclaksanakan Sistem Pengcndalian Intern Pemerintah
('SPIP). : - ' ‘

4 3 |

| | Pasal 33 :
(1) Kepala  Satuan - bertanggung - jawab  memimpin,

!‘mengoordinasikan dan  memberikan

;terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

- (2) Kepala Satuan melaksanakan pengawasan ’ tugas
gaavyahan dan ' mengambil langkah-langkah yang
diperlukan  sesuai dengan’ ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

|

pengarahan

| Pasal 34
Kepala Satuan wajib m

‘pada waktunya.

| | | Pasal 35
Dal}am melaksanakan tug

‘ ' as di wilayah, Kepala Satua i
meflakukan koordinasi dengan Camat, o

enyampaikan laporan berkala tepat




- BABV E 2
KETENTUAN PERALIHAN

| | " Pasal 36
(1) Pe_]abat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati
ini |tetap menduduki jabatannya dan melaksanak}an.
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang
‘baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. .

(2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini  tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Jabatan Fungsional sesuai . dengan ketentuan yang
berlaku. -

(3) PeJabat Pelaksana sebagaxma.na d1maksud pada ayat (2)

3 ~bertanggung]awab kepada _pejabat adm1n1stra81 di
'at%snya
|
] BAB VI
II' ~ KETENTUAN LAIN-LAIN
| o

| ' Pasal 37
Satpol PP dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
tugas[ pembantuan -dengan Perangkat Daerah provinsi
bersifat koordinatif dan fungsional untuk menymkronkan
.pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

A Pasal 38
Ketellxtuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap Jabatan"
d1atur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

; BAB VII .
- KETENTUAN PENUTUP
| .

» - - Pasal 39
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Buprau Karanganyar Nomor 102 Tahun 2016 tentang
, Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas .Satuan Polisi : Pamong Praja (Benta Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 102), dlcabut
dan dlnyatakan tidak berlaku.




| Pasal 40

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal -

diund%.ngkan.
: |

|
Agar \ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengqndangan Peraturan Bupati ini dengan
penenj;patannya dalam Berita Daerah = Kabupaten
Karan[ganyar.
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021
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Diundangkan di Karang‘anyar o

- pada tanggal 31 Desember 2021
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
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